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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAIIAN
DAERAH (SIPD) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

Karya tulis ilmiah berupa tesis, Januari 2025

M. Faturrahman; dibimbing oleh Dr. Raniasa Putra, S.1P., M.Si dan Dr. Akhmad Mustain,
S.STP., M.Si.

114 halaman, 14 tabel, 14 gambar, | lampiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menclaah dan menemukan data sedetail-
detailnya terkait Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Dacrah (SIPD)
pada Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah Kabupaten Ogan llir. Teori yang
digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Ripley and Franklin yang dilihat dari
3 (tiga) aspek yaitu melihat kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan
terwujudnya Kinerja atau dampak yang dikchendaki. Adapun faktor yang mempengaruhi
kebijakan dengan mereferensi dari teori George C. Edwards III dilihat dari 4 (empat)
variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, Metode penelitian
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis dengan kerangka
berpikir Ripley and Franklin yang dikaitkan dengan 3 (tiga) komponen SIPD. Selain itu,
hasil penelitian faktor yang mempengaruhi implementasi dikaitkan dengan 4 (vempat)
variabel agar implementasi kebijakan berjalan secara optimal. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kendala utama meliputi kurangnya pelatihan teknis, gangguan sistem,
keterbatasan sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi yang tidak memadai.
Adapun faktor pendukung mencakup kebijakan pusat yang mewajibkan penerapan SIPD
dan komitmen internal dari Bappeda untuk mengoptimalkan sistem. Sebaliknya, faktor
penghambat meliputi komunikasi yang kurang konsisten, keterbatasan koordinasi vertikal
antara pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya panduan teknis dari pemerintah pusat.
Untuk mengoptimalkan implementasi SIPD, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti
peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, penguatan
infrastruktur teknologi, serta perbaikan komunikasi dan koordinasi antarlembaga. Dengan
langkah-langkah tersebut, implementasi SIPD diharapkan dapat mendukung perencanaan
pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, SIPD, Bappeda, Kepatuhan, Koordinasi

Pembimbing 1

Dr.




ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION
SYSTEM (SIPD) POLICY AT THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING
AGENCY OF OGAN ILIR REGENCY

Scientific paper in the form of thesis,  January 2025

M. Faturrahman; supervised by Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si and Dr. Akhmad
Mustain, S.STP., M.Si.

114 pages, 14 tables, 14 figures, 1 attachement

This This research aims to examine the implementation of the Regional Government
Information System (SIPD) policy at the Regional Development Planning Agency
(Bappeda) of Ogan Ilir Regency. The study uses Ripley and Franklin's policy
implementation theory, focusing on three aspects: compliance, smooth execution of
routine functions, and achieving desired performance or impact. The factors
influencing the policy are based on George C. Edwards 11I's theory, which includes
Sfour variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.
The research uses a qualitative descriptive method with data collected through
interviews, observation, and documentation. The findings show that challenges
include insufficient technical (raining, system disruptions, limited human
resources, and inadequate technological infrastructure. Supportive factors include
central government policies mandating SIPD implementation and Bappeda's
internal commitment. Challenges also involve inconsistent communication, limited
vertical coordination between central and regional governments, and a lack of
technical guidance. To optimize SIPD implementation, strategic steps are needed,
such as improving human resource capacity through training, cnhancing
technological infrastructure, and improving communication and coordination
between agencies. These steps are expected to make regional development planning
more effective, efficient, and accountable.

Keywords: Implementation, Policy, SIPD, Bappeda, Compliance, Coordination
Advisor 1
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2015, 195 negara melakukan kesepakatan dengan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa mereka dapat mengubah dunia
menjadi lebih baik dengan mewujudkan The Sustainable Development
Goals (SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dibangun atas
komitmen semua negara untuk tidak meninggalkan siapa pun di belakang.
Perjanjian secara global dan inklusif ini bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan antar negara menuju 2030 melalui tindakan positif dan
keterlibatan dalam kemitraan strategis. Terdapat 17 agenda dalam
mewujudkan The Sustainable Development Goals (SDGS).

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program,
aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak
yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk
penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu
faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Pelaksanaan
kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut
pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial
dengan berbagai pihak. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara
tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu
permasalahan secara baik (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Kebijakan yang mempunyai hubungan dengan publik disebut dengan
kebijakan publik. Kebijakan publik ini lahir dari adanya kebutuhan dan
permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pembuat kebijakan publik
disebut dengan stakeholder. Stakeholder dalam pembuatan kebijakan
publik adalah pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dengan asas kepentingan masyarakat. Kebijakan publik

dimaknai sebagai sebuah hubungan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari



hasil akhir kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah (Desrinelti et al.,
2021).

Dalam konteks negara modern, Kkebijakan publik ini telah
menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. Kebijakan publik
menjamin  keberlangsungan  administrasi negara yang melibatkan
pengembangan kebijakan pelayanan dan  pengelolaan sumberdaya yang
berasal dari dan untuk kepentingan publik (Pramudiana, 2016).

Salah satu inovasi kebijakan yang ditawarkan sekarang adalah
kebijakan mengenai sistem informasi, dimana sistem informasi saat ini
berkembang dengan pesat dan memiliki pengaruh yang besar sehingga
makin benilai tinggi dalam sebuah organisasi. Hal ini dimanfaatkan oleh
pemerintah untuk memantau perkembangan pemerintah dengan membangun
sebuah sistem (Amanah, 2018).

Sebagai upaya membangun sebuah sistem tersebut, Pemerintah
bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
mengupayakan penerapan konsep e-government untuk meningkatkan
sinergitas antara pemerintah yang ada di tingkat pusat dan pemerintah
daerah dalam pelaksanaan pembangunan dengan membangun sebuah sistem
informasi yang secara online dapat berjalan secara efisien dan mandiri serta
memudahkan siapa saja, kapan saja dan dimana saja untuk mengakses data
informasi yang diinginkan melalui sebuah sistem data dan informasi yang
disebut Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang disingkat SIPD (Frans
Dione, 2020).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019. Kebijakan ini
dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data
dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan
pembangunan baik didaerah maupun dipusat. Selain itu bertujuan untuk
meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk pola kerjasama berbasis

data dan informasi (Kemendagri, 2019).



Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD
merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan
daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan
daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data
secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai
dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi
pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula
dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan
perkembangan pembangunan pada masing- masing instansi pemerintah
(Nasution & Nurwani, 2021).

Perencanaan pembangunan pada masing-masing daerah ini merupakan
hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi misi daerah, karena
dalam perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi
dalam mencapai target pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan
misi daerah. Dalam konteks nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan sebagai berikut:
perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia (Ekaputra, 2021).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) juga memiliki peran dalam
mencapai tujuan yang ada pada Sustainable Development Goals (SDGSs).
Menurut Aliyaa Dalam hal ini mengacu pada 17 tujuan SDGs yang telah
ditetapkan PBB yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan,
kesehatan yang baik dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender,
akses air bersihh dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak
dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, industri dan inovasi, mengurangi
ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi
yang bertanggungjawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem
darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat dan kemitraan untuk
mencapai tujuan. Dalam penelitian ini mengacu pada tujuan SDGs yang ke-9

yaitu mengenai infrastruktur, industri dan inovasi. Adapun target dari SDGS



ke-9 yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mendukung pengembangan
teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk
dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif dan secara
signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi,
dan mengusahakan penyediaan akses universasl dan terjangkau Internet di
negara- negara kurang berkembang pada tahun 2020.

SDGs diharapkan menjadi wujud pembangunan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan berkelanjutan
yang menjaga kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga
kualitas lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup dari generasi ke
generasi. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Bappeda) dituntut untuk turut serta dalam
mewujudkan program Sustainable Development Goals (SDGs) ini. Tujuan
dari SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas
dari berbagai aspek. Oleh karena itu, SDGs perlu dijadikan sebagai acuan
dalam rangka pembangunan baik di lingkup nasional maupun daerah mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
disebutkan bahwasannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ini
berkaitan dengan prosedur, penyediaan, pengawalan, dan penilaian
pelaksanaan rancangan pembangunan. Hal ini apabila diterapkan dengan
baik akan berdampak meningkatnya kualitas perancangan pembangunan
wilayah, pemantauan dan penilaian didukung oleh ketersediaan data dan
maklumat pembangunan wilayah yang tepat, terkini dan bertanggungjawab
serta adanya pelaksanaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas
perancangan, pemantauan dan penilaian pembangunan daerah (Vira &
Husna, 2022).

SIPD merupakan aplikasi baru yang membutuhkan waktu untuk
penyesuaian. Aplikasi SIPD yang begitu kompleks dan minimnya sosialisasi
penggunaan  SIPD menjadi salah satu fenomena penghambat

pengimplemntasian SIPD. Sebelum nya proses input perencanaan



pembangunan menggunakan aplikasi Simda Perencanaan. Pada tanggal 12
Januari 2021 Kemendagri membuat kebijakan yang memperbolehkan
pemerintah daerah menggunakan aplikasi selain simda secara paralel dengan
catatan tetap menginput dalam SIPD, akan tetapi hal tersebut menjadi pr
tersendiri bagi para operator karena harus melakukan input data yang
berulang. Kemendagri dinilai tidak konsisten dalam pemberlakuan
mengenai kebijakan penggunaan SIPD. Aplikasi SIPD pun masih dalam
tahap pengembangan, transmisi komunikasi kurang memadai, pelaksana
kebijakan belum memahami kewenangannya, dan belum ada insentif bagi
pelaksana SIPD ini.

Perencanaan pembangunan daerah ini tentu memiliki kendala
dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang terjadi ini akibat
beberapa hal seperti data-data pembangunan daerah yang tidak lengkap dan
tersebar di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta tidak
diperbaharui secara berkala, sehingga Instansi yang berfungsi sebagai unit
perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini yaitu Bappeda (Badan
Perencanaan  Pembangunan Daerah) mengalami kendala dalam
mengumpulkan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah karena lemahnya koordinasi antara Bappeda dan OPD
(Heldan et al., 2021).

Permasalahan lain yang menghambat Implementasi Permendagri No
70 tahun 2019 yang terjadi di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir adalah
pelaksanaan sosialisasi terhadap SIPD hanya dilaksanakan setahun sekali
serta layanan informasi terkait SIPD tidak tersedia untuk di akses oleh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga terjadinya keterlambatan
penginputan data perencanaan, keterlambatan pemuktahiran data sub
kegiatan serta perubahan kodefikasi dan nomenklatur kegiatan di Aplikasi
SIPD yang membuat data dan informasi pada Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang ada di Kabupaten Ogan Ilir susah untuk diketahui oleh Bappeda
Kabupaten Ogan Ilir sebagai komponen utama perencanaan di Kabupaten

Ogan llir. Hal ini menjadi permasalahan yang rutin dihadapi pemerintah



khusus nya Bappeda. Akibat nya data dan informasi yang diperoleh pun

terkadang tidak valid dan akurat.

Tabel 1.1
Permasalahan Pada SIPD Tahun 2024

No. Permasalahan Tanggal Penyebab

1 Keterlambatan Penginputan 20 Juni | Internet bermasalah
Rencana Kerja di Aplikasi SIPD 2024

2 Keterlambatan Pemuktahiran Sub 13 Juli Operator yang
Kegiatan di Aplikasi SIPD 2024 kurang paham

3 Pemuktahiran Kodefikasi dan 27 Adanya perubahan
Nomenklatur Kegiatan di Aplikasi | Agustus | sesuai Kepmendagri
SIPD 2024 No 900.1.15.5-3406

Sumber: Data BAPPEDA Kabupaten Ogan llir, 2024

Fenomena SIPD sudah menarik perhatian para peneliti di Indonesia.
Para peneliti sebelumnya sudah mengidentifikasi beberapa faktor yang
mempengaruhi implementasi SIPD, yakni kegagalan jaringan antar
pemerintah, tidak adanya kewenangan pusat yang mengatur pelaksanaannya
dalam pelaksanaannya, implementasi berbasis jaringan ini berbasis wilayah
(Vina & Husna, 2022), kualitas SDM, minimnya bimbingan teknis, pegawai
yang tidak disiplin (Wurara, 2020), minimnya regulasi dan aplikasi yang
kurang berkualitas (Karungdeng, 2021), Perangkat daerah tidak berani
melaksanakan  kegiatan tersebut diakibatkan sistem ini  belum
mengakomodir bahkan sampai titik spasial (Adriani, 2022). Kurangnya
pemahaman terhadap aplikasi dan perubahan nomenklatur program kegiatan
yang membingungkan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan
dokumen RKPD (Ekaputra, 2021).

Selain soal faktor-faktor yang mempengaruhi SIPD, para peneliti juga
meneliti perihal kinerja SIPD. Salah satu peneliti berpendapat bahwa kinerja
SIPD sudah bagus (Putri, 2020). Implementasi Aplikasi SIPD dilihat dari
aspek struktur birokrasi dapat dikatakan sudah terimplementasi (Arief dan



Hayati, 2021). Bahkan di Kabupaten Tangerang telah berhasil
diimplementasikan dengan nama domain sipd.tangerangkab.go.id, dan
sistem tersebut telah dihosting di server Diskominfo (Winarno, 2019)
Tetapi, Sebagian lagi menemukan bahwa kinerja SIPD kurang optimal
(Adriani, 2022). Optimalisasi efektivitas SIPD dapat dilakukan dengan
meningkatkan koordinasi antar instansi di lingkungan Kota Pontianak guna
pemutakhiran data SIPD oleh OPD yang bertanggung jawab atas keabsahan
dan ketersediaan data tersebut (Deseverians dan Wulandari, 2020).

Inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya ini mendorong peneliti
untuk mendalami lebih jauh implementasi SIPD. Penelitian ini akan
berkontribusi terhadap pengetahuan baru SIPD karena belum ada penelitian
mengenai implementasi SIPD, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi bagi pemerintah sehingga kedepannya dapat digunakan sebagai
pertimbangan penerapan kebijakan.

Berdasarkan latar belakang ini penulis akan melakukan penelitian
tentang “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

(SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir”.

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana Implementasi  Kebijakan  Sistem  Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ogan Ilir?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan

Perencanaan?



1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis  Implementasi ~ Kebijakan ~ Sistem  Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bappeda Kabupaten Ogan ilir.

2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ogan
ir.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan
keilmuan dan pengetahuan karena akan menambah ilmu
pengetahuan dalam dunia akademis khususnya. llmu Adminstrasi
Publik, terutama yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan
Publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk
pengembangan studi Implementasi Kebijakan Publik.

2. Secara Praktis

a. Bappeda Kabupaten Ogan Ilir
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan

masukan kepada Bappeda guna meningkatkan upaya dan strategi
dalam melaksanakan SIPD serta menjadi bahan masukan untuk
mengambil keputusan berkaitan dengan pelaksanaan SIPD di
Kabupaten Ogan llir.
b. Peneliti

Bagi peneliti di harapkan penelitian ini dapat mengembangkan
kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang telah di peroleh peneliti
selama mengikuti pendidikan di Program Studi Magister
Administrasi Publik Universitas Sriwijaya sampai saat ini.
c. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi dan

referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.
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Dalam  pengoptimalan implementasi SIPD perlu adanya inovasi
berupa ruangan khusus pelaksanaan SIPD yang didalamnya terdapat
komputer khusus dan jaringan internet satelit di tiap dinas, melihat sangat
pentingnya kegiatan SIPD untuk keberlangsungan program dan kegiatan

pemerintah daerah agar berjalan secara optimal.
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